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BURT Janji Deteksi Dan Lakukan Evaluasi Rutin

Rumah Aspirasi DPR Wajib
Pakai Papan Nama & Struktur

Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR berjanji
melakukan evaluasi secara rutin pelaksanaan program
rumah aspirasi anggota Dewan. Masyarakat diminta
tidak perlu khawatir, karena punya kesempatan

mengawasi DPR.

WAKIL Ketua BURT DPR
Ahmad Dimyati Natakusumah
mengatakan, penyaluran angga-
ran pembangunan rumah aspirasi
akan transparan, sehingga ang-
gota Dewan tidak dapat menya-
lahgunakan dana tersebut.
Dimyati menjelaskan, BURT
akan meminta bukti pertang-
gungjawaban kepada anggota
Dewan yang telah membangun
tumah aspirasi. Anggaran tidak
akan cair jika anggota Dewan
belum memiliki bukti fisik pe-
nyewaan rumah tersebut,
“Tidak ada pertanggungjawa-
ban, ya dana tidak bisa diguna-
kan, tidak akan cair itu, Jadi,
dia sewa rumah tapi rumahnya
enggak ada, maka itu tidak bisa,
[tu temuan pelanggaran. Selain
itu, kita juga akan evaluasi dan
akan kami deteksi. Kami cek

rumah-rumah aspirasi di daerah-
daerah. Kami juga akan tanya
mana aspirasinya, mana papan
namanya, strukturnya seperti
apa,” kata Dimyati,

Politikus Partai Persatuan
Pembangunan itu optimistis,
pengadaan rumah aspirasi akan
memberikan manfaat bagi rakyat,
mempermudah Konstituen me-
nyampaikan aspirasi kepada
anggota Dewan. Masyarakat be-
bas melaporkan aspirasinya.

Senada, Sekretaris Fraksi Partai
Demokrat DPR, Didik Mukrianto,
berpendapat keberadaan rumah
aspirasi di daerah pemilihan (da-
pil) anggota DPR sangat dibu-
tuhkan masyarakat. Pasalnya,
anggota Dewan tak bisa terus-
menurus berada di dapil untuk
menyerap aspirasi masyarakat.

“Sejauh ini, pola hubungan

Ahrﬁad Dimyati Natakusumah

dan komunikasi antara masya-
rakat dengan wakil rakyat ber-
langsung secara tidak langsung.
Publik kekurangan media untuk
berinteraksi dengan anggota
Dewan, Program rumah aspi-
rasi merupakan terobosan,”
ujar Didik saat dikontak Rakyar
Merdeka, kemarin,

la menyadari kiitik yang di-
sampaikan sejumlah kalangan
terkait program tersebut. Me-
nurutnya, anggaran dan realisasi
pelaksanaan program rumah

aspirasi tidak perlu dipersoalkan,
karena publik punya kesempatan
mengawasi.

Sebelumnya, DPR menambah
anggaran untuk perbaikan kiner-
Janya sebesar Rp 16 triliun pada
APBN Perubahan 2015. Dari
jumlah Rp [ triliun akan dipakai
untuk membuat rumah aspirasi
bagi 560 anggota DPR periode
kini. Sisa Rp 600 miliar dikelola
untuk membiayai program-pro-
gram Sekretariat DPR.

LSM Forum Masyarakat Pe-

duli Parlemen (Formappi) me-
nentangnya. Menurut LSM
yang konsen pada perbaikan
kinerja lembaga legislatif itu,
seharusnya pembangunan dan
biaya operasional rumah aspirasi
menggunakan dana pribadi ang-
gota Dewan.

Formappi mencontohkan, ada
28 anggota DPR periode 2009-
2014 memiliki dan mengelola
rumah aspirasi atas inisiatif
sendiri dan membiayai operasio-
nalnya dari dana pribadi, gaji
maupun tunjangan sebagai ang-
gota DPR.

“Mereka bisa, pasti anggota
DPR lain juga bisa biayai sendiri.
Tidak perlu memboroskan uang
negara,” kata Peneliti Senior
Formappi, M Djadijono.

Formappi mengecam alokasi
anggaran rumah aspirasi seba-
gai pemborosan uang negara.
Karena dana Rp | triliun untuk
membangun rumah aspirasi
itu dibagi kepada 560 anggota
DPR, maka setiap anggota akan
mendapatkan sekitar Rp 1,78
miliar per tahun, atau Rp 1488
juta per bulan. w ont
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